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SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT,

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good govemance) perlu 
dilakukan pengukuran peningkatan akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengukuran 
peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2012-2017 dengan Peraturan Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 48);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan 
Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 
2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;



4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah 
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 
organisasi;

5. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun 
waktu yang lebih pendek dari tujuan;

6. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian 
sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;

7. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 
untuk mendapatkan hasil yang dialksanakan oleh satu atau beberapa 
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan 
masyarakat;

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program;

9. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 
strategis dari tujuan program dan kebijakan;

10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program 
memngacu pada sasarn strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II 
TUJUAN

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2012-2017 bertujuan untuk :
a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja 
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Penjelasan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
di atas dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 4

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh 
Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat;

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten
I a m p n n g  R a ra t

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 p&tmbtf' 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 'p) Ptttrrtbtr Qx)l$

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR :
TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017

MISI I : Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, harmonis, kesetaraan gender dan mengembangkan kebudayaan daerah

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 5 TAHUN SUMBER
2013 2014 2015 2016 2017 DATA

1 Meningkatnya kesadaran beragama dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan 
antar umat beragama

100% 100% 100% 100% 100% RPJMD

2 Rasio tempat ibadah 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% LBDA

2 Terwjudnya keluarga sejahtera dan kesetaraan gender dalam pembangunan 
kehidupan keluarga harmonis.

1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan 
di segala bidang dengan 3 indikator (aktif berorganisasi, 
memiliki IRT, dan meningkatnya pembangunan gender/IPG)

45% 50% 55% 55% 60% RPJMD

2 Jumlah Peserta KB 3.657 3.694 3.731 3.768 3.805 LBDA

3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan 
pelestarian nilai-nilai luhur, seni dan budaya daerah.

1. Jumlah grup kesenian (Grup) 43-45 45 - 50 50-60 50-60 50-60 RPJMD

2. Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festival) 3 3 4 4 5 RPJMD



MISI I I : Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, kepariwisataan, inovasi teknologi, dengan fokus utama pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam serta energi baru dan terbarukan yang berwawasan 
lingkungan

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 5 TAHUN SUMBER DATA2013 2014 2015 2016 2017

Rp. 1.727.292,32 - 
Rol.760.509.48

1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan 
keria.

1. Pertumbuhan PDRB (Rp) Rp. 1.793.726,64 - 
Rp. 1.860.160.96

Rp. 1.860.160,96 - 
Rp. 1.9569.812.44

Rp.1.926.595,28 - 
Rp.2.059.463.92

Rp. 1.993.029,6 - 
Rp.2.159.115.4

RPJMD

2. PDRB per Kapita (x Rp.juta) Rp.3.936.223 - 
Rp.4.036.223

Rp.4.036.223 - 
Rp.4.136.223

Rp.4.136.223 - 
Rp.4.236.223

Rp.4.236.223 - 
Rp.4.336.223

Rp.4.336.223 - 
Rp.4.436.223

RPJMD

3. Pertumbuhan ekonomi 1%) 5,25 -5,75 
8.320.513

5.5 - 6,00 5,50-6.10 5,5 - 6,1 5.5 - 6.2 RPJMD
4. Pendapatan Perkapita (ADHB. Rp. Juta) 8.660.256 9.000.000 9.339.744 9.679.487 RPJMD
5. Tingkat partisipasi angkatan keria (%) 73.31 76.98 80.83 84.87 89.11 RPJMD
6. Tingkat pengangguran terbuka (%) 4,15 - 4,10 4.15 - 4,10 4.10 4,10 - 4,00 4,10 - 4.00 RPJMD
7. Penurunan Angka Kemiskinan (%) 29 27 25 23 21 RPJMD

2 Meningkatnya aktivitas agribisnis produk unggulan daerah. 1. Produktivitas padi per hektar 4.56 ton/ha 4,65 ton/ha 4,74 ton/ha 4,83 ton/ha 4.91 ton/ha RPJMD

2. Produksi Komoditas Tanaman Pangan
- Padi (ton) 123565 ton 127047 ton 130670 ton 134326 ton 138741 ton RPJMD
- Jagung (ton) 65 ton 75 ton 85 ton 95 ton 85 ton RPJMD
- Kedelai (ton) 9070 ton 9970 ton 10870 ton 11770 ton 10870 ton RPJMD

3. Produksi Komoditas Perkebunan
a. Kopi Robusta 57.910 58.489 59.074 59.665 60.261 RPJMD
b. Kakao 777 784 792 800 808 RPJMD
c. Kelapa Dalam 610 616 622 628 635 RPJMD
d. Lada 3.697 3.734 3.771 3.809 3.847 RPJMD
e. Cengkeh 54 55 55 55 56 RPJMD
f. Aren 241 251 261 271 282 RPJMD

4. Jumlah Populasi Ternak
- Sapi (ekor) 1.000 1.150 1.325 1.525 1.750 RPJMD
- Kerbau (ekor) 20 20 20 , 20 20 RPJMD
- Kambing (ekor) 66 100 100 100 100 RPJMD
- Domba (ekor) 100 100 100 100 100 RPJMD
- Ayam Buras (ekor) 10.000 12.000 14.400 17.280 20.736 RPJMD
- Itik/Bebek (ekor) 550 660 790 950 1.000 RPJMD

5. Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan *

- Penangkapan di Laut (ton) 11600.5 0.00 0.00 0.00 0.00 RPJMD
- Penangkapan di Perairan Umum (ton) 563.00 358.91 366.09 377.07 384.61 RPJMD
- Budidava di perairan umum (ton) 811,69 735.87 813.14 898.52 992.86 RPJMD
- Budidava di Kolam (ton) 1357.3 1818,68 2200.61 2662.74 3221.91 RPJMD
- Mina Padi (ton) 26.80 18.50 6,7 2.3 2.3 RPJMD

3 Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam mendukung 
perekonomian daerah.

1. Kunjungan wisatawan nusantara (Orang) 18.842 3.768 3.957 4.155 4.362 RPJMD

2. Kunjungan wisatawan mancanegara (Orang) 10.837 2.167 2.276 2.390 2.509 RPJMD

4 Meningkatnya daya dukung lingkungan, pemanfaatan sumber daya 
alam dan energi baru dan terbarukan.

1. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 
(Jumlah daya tampung sampah (m3)/JumIah penduduk) 
xlOO%

4.549 4.928 5.307 5.686 9.477 RPJMD

2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) 1,53% 1,54% 1.55% 1.55% 1.55% RPJMD

5 Meningkatnya ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan 
pangan serta meningkatnya penanganan kerawanan pangan

1. Peningkatan kulaitas sumber daya manusia, penyediaan
informasi gizi serta pengembangan kelembagaan dan distribusi 
konsumsi pangan

19% 21% 20% 2% 20% RPJMD

2 Stabilitas ketersediaan stok bahan pangan 100% 100% 100% 100% 100% RPJMD



MISI I I I : Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan iptek, kepemudaan serta kesejahteraan sosial

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 5 TAHUN SUMBER DATA2013 2014 2015 2016 2017

1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 1. Rasio posyandu per 10000 penduduk 124,5 125,5 126,5 - 129,0 126,5 - 129,0 126,5 - 129,0 RPJMD

2. Rasio dokter per satuan penduduk 10.4 11.00 11.0 - 15.0 11.0 - 15.0 11,0 - 15,0 RPJMD
3. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 50 50 - 55 55 -60 60 - 65 65 - 69 RPJMD
4. Angka harapan hidup (AHH) (Tahun) 68.30 69.15 70.00 70.40 70.80 RPJMD

, .

2 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat untuk 
wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah hingga pendidikan 
tinggi.

Pendidikan Dasar

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) 98.15 98.35 98.55 98.75 98.95 RPJMD
2. Rasio Murid-Sekolah 159.50 158.00 156.50 155.00 153.50 RPJMD
3. Rasio guru-murid 13.00 13.00 13.00 12.00 12.00 RPJMD

Pendidikan Menengah
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) 90.88 91.38 91.88 92.38 92.88 RPJMD
5. Rasio Murid-Sekolah 171.00 169.00 167.00 165.00 163.00 RPJMD
6. Rasio guru-murid 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 RPJMD

7. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,27 8.35 8,43 8,51 8,60 RPJMD
8. Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas (%) 97,41 97.46 97,51 97.56 97,61 RPJMD
9. Anqka Partisipasi Mumi (APM)

- SD/MI (%) 95.11 96.56 98.00 98.20 98.40 RPJMD
- SLTP/MTs (%) 73.43 74.21 75.00 76.00 77.00 RPJMD
- SLTA/SMK/MA (%) 52.54 54.54 56.54 58.54 60.54 RPJMD

10. Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD/MI (%) 107.89 109.27 110.68 112.10 113.54 RPJMD
- SLTP/MTs (%) 95.19 95.83 96.48 97.13 97.78 RPJMD
- SLTA/SMK/MA (%l 69.17 74.20 79.60 85.39 91.60 RPJMD

3 Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Meningkatnya pelayanan dan pengembangan komunikasi, dan 
informatika

25% (Pengendalian 
menara

telekomunikasi 1 
kali dalam 1 tahun, 
pelayanan internet, 
dan pemeliharaan 

fasilitas 
komunikasi)

40% (pengendalian 
menara

telekomunikasi 
dalam 1 tahun, 
pembinaan SDM 

dan Radio, 
updating data, 
pembangunan 

gedung internet di 
liwa, pemeliharaan 
fasilitas infokom)

45% (Pengendalian 
menara

telekomunikasi 
dalam 1 tahun, 
pembinaan SDM 

dan Radio, 
updating data, 
pemeliharaan 

fasilitas infokom, 
dan pengelolaan 

layanan internet di 
2 kecamatan)

50% (Pengendalian 
menara

telekomunikasi 
dalam 1 tahun, 
pembinaan SDM 

dan Radio, 
updating data, 
pemeliharaan 

fasilitas infokom, 
kualitas layanan 

internet di 2 
kecamatan)

55% (Pengendalian 
menara 

telekomunikasi 
dalam 1 tahun, 
pembinaan SDM 

dan Radio, 
updating data, 

perluasan layanan 
internet di 3 
kecamatan, 

pemeliharaan 
fasilitas infokom)

RPJMD

2. Terselenggaranya pengkajian dan penelitian bidang Informasi 
dan Komunikasi

0% 25% (Pelaksanaan 
Site Audit Menara 
telekomunikasi di 

daerah 1 kali)

25% (Fasilitasi 
pengkajian dan 
penelitian di 

bidang kominfo)

0% 25% (Fasilitasi 
pengkajian dan 
penelitian di 

bidang kominfo)

RPJMD



NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 5 TAHUN SUMBER DATA2013 2014 2015 2016 2017
4 Meningkatnya kualitas pelayanan sosial 1. Meningkatnya penanganan terhadap Fakir Miskin dan PMKS 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% RPJMD

2. Meningkatnya parapenyandang cacat dan Trauma yang 
Mandiri

6,78% (50 Org) 6,78% (50 Org) 6,78% (50 Org) 6,78% (50 Org) 6,78% (50 Org) RPJMD

3. Meningkatnya peran organisasi sosial 75% 77,5% 77,5% 77.5% 77,5% RPJMD
4. Meningkatnya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi bagi korban 

bencana .Penyandang cacat dan PMKS lainnya
16,6% 83,7% 83,9% 83,9% 83,9% RPJMD

5 Terwujudnya kelembagaan kepemudaan dan olahraga yang 
berkualitas.

1. Jumlah klub olahraga (Klub) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 RPJMD

2 Jumlah Organisasi Kepemudaan 20 20 20 20 20 RPJMD



MISI IV : Meningkatkan daya dukung infrastruktur» tata ruang dan penyelenggaraan penanggulangan bencana

170 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 5 TAHUN SUMBER DATA2013 2014 2015 2016 2017

44.00

....  ... 12.20

48.001 Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang mantap dan 
terinteerasi.

1. Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik
(%)

52.00 56.00 60.00 RPJMD

2. Paniang ialan terbangun (km) 15.00 15.00 15.00 12.20 RPJMD
3. Ruas ialan terehabilitasi (ruas) 10 ruas .......  15 ruas

..... . 6
15 ruas 20 ruas 25 ruas RPJMD

2

4. Jembatan terbangun (unit) 6 6 6 6 RPJMD

Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber dava air. 1. Indek Pertanaman (IP) (%) 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 RPJMD

....3

2. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) 74.00 75.00 77.00 79.00 80.00 RPJMD

..............  • ••Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas sarana dan 
prasarana umum dan penyelenggaraan penanggulangan bencana 
daerah secara terencana, teroadu dan menveluruh.

1. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan transportasi 
darat termasuk danau yang meliputi aspek:

- Jaringan Angkutan Darat (%) 45% 50% 55% 60% 65% RPJMD
- Keselamatan Transportasi (%) 30% 45% 55% 60% 70% RPJMD
- Penguiian kendaraan bermotor (%) 20% 60% 60% 60% 60% RPJMD

2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) 0,0013% 0.0015% 0.0015% 0.0017% 0.0019% RPJMD

4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana prasarana dasar 
Demukiman.

1. Rumah tangga pengguna air bersih (%) 40.73% 50.37% 60.00% 69.63% 79.27% RPJMD

2. Rumah tangga pengguna listrik (%) 47.00 54.00 60.00 67.00 74.00 RPJMD

5 Meningkatnya kualitas pengendalian dan pemanfaatan ruang yang 
berkelaniutan.

1. Persentase Luas RTH (%) 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 RPJMD

2. Ketersediaan RTH Kawasan Perkotaan (Hektar) 15 Ha 20 Ha 22 Ha 24 Ha 25 Ha RPJMD

6 Meningkatnya penataan dalam penguasaan, pemilikan dan 
Dem anfaatan lahan

1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah 1 Bidang 1 Bidang 1 Bidang 1 Bidang 1 Bidang RPJMD

2. Penyelesaian Masalah Status Kepemilikan Lahan 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus RPJMD



MISI V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 5 TAHUN SUMBER DATA2013 2014 2015 2016 2017

1 Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan 
pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif transparan, 
Drofesional dan akuntable.

1. Kepemilikan KTP (konvensional) 30.078 RPJMD

2. Kepemilikan akta kelahiran (orang) 28.399 20.000 20.000 20.000 20.000 RPJMD
3. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Sudah atau Belum) E- 

KTP
12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 RPJMD

4. Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

100% 100% 100% 100% 100% RPJMD

2 Meningkatnya disiplin, kapasitas dan profesionalisme aparatur 
pemerintahan daerah.

1. Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur 20% 40% 40% 40% 40% RPJMD

2. Capaian SKP Rata-Rata PNS 80% 80% 80% 80% 80% RPJMD

3 Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat yang 
dinamis dan demokratis

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Berdasarkan Permendagri 
Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah 
Polisi pamong Praja dan analisis beban keija (Idealnya jumlah 
Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 
260 orang)

41% 53% 65% 77% 89% RPJMD

2. Rasio Satuan Linmas Berdasarkan Permendagri Nomor 69 
tahun 2012 (1 RT = 1 Linmas)

0,6 0,7 0,8 0,9 1 RPJMD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI


